BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang analisis
pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami
nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt pada akhirnya dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Bahwa nikah poligami sirri dalam prespektif hukum islam
(figh) dapat dibenarkan sepanjang pelaksanaan nikah poligami
sirri tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah didalam
Islam, hal itu sejalan dengan maksud pasal 2 ayat 1 undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan
bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum
agama dan atau kepercayaan masing-masing, sehingga
perkawinan poligami sirri dapat diajukan permohonan pengesahan
nikah (ishbat nikah) ke Pengadilan Agama sesuai dengan maksud
pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
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dapat diajukan ishat nikahnya kepengadilan agama oleh karena itu
putusan Pengadilan Agama Magetan nomor
445/Pdt.G/2012/PA.Mgt yang mengabulkan permohonan isbat
nikah poligami sirri sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal
7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam prespektif undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 2
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan isbat
nikah poligami sirri tidak dapat dibenarkan sebab menurut pasal
tersebut perkawinan poligami di Indonesia harus terlebih dahulu
mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama
oleh karena itu apabila sebuah perkawinan poligami tidak terlebih
dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, maka perkawina
yang demikian itu seharusnya tidak dapat dimohonkan
pengesahan nikah (isbat nikah poligami sirri) karena undang-
undang perkawinan tidak mengatur perkara isbat nikah poligami
sehingga permohonan isbat nikah poligami dapat dikatakan
sebagai bentuk penyelundupan hukum hal itu sebagai mana
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Indonesia tentang pedoman teknis administrasi dan teknis
Peradilan Agama halaman 143 huruf (d) yang menyatakan
perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai pencatat nikah
banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah
poligami tanpa prosedur hukum oleh karena itu Mahkamah
Agung menekankan Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam
memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah (isbat
nikah) agar peroses pengesahan nikah tidak dijadikan alat untuk
melegalkan perbuatan penyelundupan hukum oleh karena itu
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam
perkara permohonan isbat nikah poligami sirri nomor
445/Pdt.G/2012/PA.Mgt  kurang tepat karena bertentangan
dengan ketentuan tersebut.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas permasalahan tersebut
menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan
poligami hendaknya menempuh prosedur yang di tentukan oleh

undang-undang agar perkawinan poligami yang dilaksanakan
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tidak berisiko hukum dan perkawinannya mempunyai kepastian
hukum  demi  melindungi  perkawinannya,  anak-anak
keturunannya.

2. Kepada pemerintah hendaknya melakukan kontrol yang ketat
agar terwujud adanya tertib perkawinan poligami yang dilakukan
olen masyarakat sehingga tidak lagi ditemukan kasus-kasus
poligami sirri karena poligami yang dilakukan tidak sesuai
prosedur dapat di indikasikan sebagai bentuk penyelundupan

hukum.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya
proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak
bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan
kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat
membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik
kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga
karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu

pengetahuan. Amin
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